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SINOPSIS

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Inspektorat sebagai
leading sector dalamSistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di
lingkup Pemerintahan Kota Yogyakarta. Konsep ini berawal dari semakin
mengembangnya desain desentralisasi yang juga member dampak pada
desain pemerintahan di tingkatan daerah. Fenomena lahirnya raja kecil
dengan kuasa yang bablas, maupun missinergitas dalam sistem
kelembagaan pemerintahan memerlukan sebuah sistem pengawasan yang
mumpuni serta independen di dalam lingkup pemerintahan. Selain itu,
penyusun beranggapan bahwa terdapat anomaly dalam penyelenggaraan
pengendalian internal pemerintahan dalam perspektif kelembagaan.
Anomali ini berangkat dari terjalinnya relasi pengawasan vertical-bottom up
dari Inspektorat terhadap Kepala Daerah yang berpotensi menjadikan sistem
pengawasan terintervensi dan tidak independen. Sejauh apa
penyelenggaraan SPIP telah diterapkan di lingkup pemerintahan kota
Yogyakarta? Bagaimana peran Inspektorat sebagai leading sector
pengawasan internal pemerintahan?

Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan sumber data
menggunakan data primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data
dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Tekhnik analisis data
yang digunakan adalah tekhnik analisis interaktif. Hasil penelitian
ditemukan bahwa Inspektorat Kota Yogyakarta telah menerapkan SPIP
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat maturitas Pemeritahan kota
Yogyakarta sudah 3,39 dari skala 5.Selain itu, indicator penerapan SPIP
kota Yogyakarta telah menyentuh presentasi 71,43%. Dan memiliki trend
meningkat dari tahun sebelumnya yakni 39,18% pada tahun 2014 dan
48,98%.pada tahun 2015.

Akan tetapi, terdapat begitu banyak keluhan hasil monitoring dan
evaluasi yang belum terakomodir oleh level pemerintahan supra daerah,
semisal permasalahan besaran struktur dan jumlah SDM birokrasi.
Pemerintah Supra Kabupaten seringkali menerapkan indicator serta
kebijakan pengawasan yang tidak sesuai dengan hasil pengawasan
Inspektorat. Alhasil, terjadi beragam permasalahan yang berulang, sekalipun
telah dilaporkan Inspektorat sebelumnya. Apabila ditelaah lebih jauh,
permasalahan ini muncul karena secara politik, Inspektorat belum mampu
melaksanakan fungsi pengawasannya dengan fasilitas kewenangan yang
mumpuni. Intervensi akan pengawasan internal menjadi nyata, baik dalam
produk kebijakan perubahan, maupun pengawasan yang dilakukan
inspektorat, apalagi ketika berhadapan dengan atasan dalam perspektif
kelembagaan.

Menanggapi permasalahan ini, perlu untuk dikonsepkan kembali
daya tawar Inspektorat sebagai lembaga pengawasan, semisal kelengkapan
kewenangan pengawasan, sehingga mampu menghasilkan output dan
outcome SPIP yang terukur dan terarah.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem pemerintahan Indonesia merupakan mekanisme cara yang 

dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan 

rakyatnya. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang 

multidimensional, dimana tingkat diferensiasi kebutuhan akan pelayanan 

begitu kompleks. Kompleksitas cara ini membutuhkan beragam strategi dan 

media pemenuhannya. Dalam hubungan manusia dan lingkungan sosial, 

kebutuhan yang beragam ditengah kehidupan sosial masyarakat 

membutuhkan adanya kesepakatan- kesepakatan yang dalam konteks 

kehidupan bernegara dikenal sebagai policy (aturan). Dalam kehidupan 

negara, aturan diproduksi agar dapat menjadi pedoman dalam menengahi 

kebutuhan yang beragam. Untuk itu, sistem pemerintahan menjadi kebutuhan 

bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan manusia, 

yang dapal konteks negara disebut sebagai rakyat. 

Dalam pemerintahan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dijalankan 

oleh kuasa eksekutif yang meliputi birokrasi publik dan politik. Herman Finer 

(1960,7) menyatakan bahwa “government is Politics plus Administration”. 

Politik merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari administrasi 

pemerintahan, sejauh sistem pemerintahan masih merupakan mandat 

kekuasaan. Administrasi publik  mengarah pada asas pokok pemerintahan 

yang mencakup pembinaan, pengaturan, perizinan dan pengawasan yang 
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dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Hidayat L. 2007, p 23-

24) 

 Dalam memperkuat terselenggaranya proses pengadministrasian 

yang baik, maka diperlukan lingkup organisasi formal yang memiliki 

kewenangan pengaturan tujuan diatas. Organisasi ini yang dalam 

pemerintahan disebut sebagai birokrasi. 

Almond and Powell (1966) mendefinisikan birokrasi sebagai “The 

Governmental Bureaucracy is a group of formally organized offices and 

duties, lnked in a complex grading subordinates to the formal roler maker”. 

Birokrasi merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi- 

fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan keterpenuhan kebutuhan 

masyarakat. Fungsi- fungsi birokrasi merupakan turunan akan tujuan- tujuan 

sebuah lingkup pemerintahan (baik di tingkatan daerah maupun nasional) 

yang disistemkan dan diorganisasikan ke dalam organisasi pemerintahan. 

Dalam mencapai tujuannya, birokrasi dipandu oleh sistem 

penyelenggaraan dan organisasi kepemerintahan. Sistem pemerintahannya 

memuat filosofi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan 

dengan nilai- nilai kultural, sejarah, maupun efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahannya. Di Indonesia, kita menganut sistem pemerintahan 

presidential. Hal ini merujuk pada pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi 

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Sedangkan organisasi pemerintahan merupakan 

ruang distribusi kewenangan yang dilakukan dalam lingkup birokrasi 
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pemerintahan dalam upaya efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Dalam upaya mencapai tujuan bersama, maka negara diberi 

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan melalui birokrasi memerlukan kemampuan sumber daya yang 

mumpuni agar dapat menerjemahkan konsep kebijakan ke dalam tekhnis 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Stuktur organisasi di dalam pemerintahan 

daerah harus dibentuk berdasarkan prtimbangan efektifitas dan efisiensi yang 

terstruktur, sehingga tidak menghasilkan pemerintahan yang mahal (dalam 

struktur anggaran) tetapi minim fugsi dan pencapaian. Dengan demikian, 

birokrasi harus dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kaya akan fungsi 

operasionalnya.  

Birokrasi berasal dari kata “biro” (bureau) yang berarti kantor atau 

dinas, dan “krasi” (Cracy, kratie) yang berarti pemerintahan. Secara 

etimologis, birokrasi berarti dinas pemerintahan. Dalam pengertian 

umumnya, birokrasi dimaknai sebagai organisasi pemerintahan yang 

mengemban tugas dan fungsi pemerintahan. Secara tipologik, Max Weber 

mendeskripsikan tipe birokrasi yang ideal sebagai berikut: Pertama, terdapat 

pembagian kerja dan spesifikasi yang jelas. Kedua, organisasi jabatan ini 

mengikuti prinsip hierarkis. Artinya, jabatan yang lebih rendah berada dalam 

kontrol yang lebih tinggi. Ketiga, kegiatan organisasi jabatan ini berdasarkan 

sistem aturan abstrak yang konsisten yang dilengkapi dengan aturan dan 

standar tertentu. Keempat, setiap penjabat melaksanakan tugas dalam 

semangat dan hubungan yang formal dan impersonal. Kelima, setiap pegawai 
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direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis (merit system), digaji, dan 

dipensiunkan menurut pangkat dan kemampuan, dan dipromosikan menurut 

ass kesenioran atau kemampuan atau keduanya. Keenam, Organisasi 

birokrasi memaksinalkan koordinasi dan pengendalian sehingga akan 

tercapai efisiensi organisasi dan efisiensi produktif pegawai (Subakti Ramlan, 

2010, p 183-184). 

Weber pun mengemukakan sisi buruk birokrasi yakni: Pertama, 

birokrasi cendrung melakukan monopoli informasi sehingga pihak luar tidak 

mengetahui landasan sebuah keputusan diambil. Kedua, birokrasi lahir 

sebagai sebuah struktur sosial yang kuat dan sukar dihancurkan. Apabila 

dijalankan dengan salah, maka birokrasi akan lahir sebagai kekuatan yang 

sulit dilawan. Ketiga, birokrasi yang kaku akan memliki kecendrungan untuk 

bersifat mendua terhadap demokrasi. 

Menakar dimensi positif dan negatif birokrasi, penulis beranggapan 

bahwa penyelenggaraan organisasi birokrasi memerlukan ruang kendali 

dalam meminimalisir keberlangsungan dampak negatif. Hal ini diperlukan 

mengingat birokrasi merupakan pihak yang langsung menerjemahkan 

kebijakan pemerintah pusat secara tekhnis kepada masyarakatnya.  

Contoh permasalahan Internal Pemerintahan di wilayah kota 

Yogyakarta adalah kasus korupsi. Misalnya kasus korupsi pengadaan fasilitas 

peneduh pergola senilai Rp 5,3 M yang membuat Kepala Badan Lingkungan 

Hidup nonaktif, Irfan Saosilo, ditahan kejaksaan tinggi Daerah Istimewah 

Yogyakarta. Demikian pula kasus dana bergulir program ekonomi wilayah 

yang menyeretseorang staf pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan 
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Koperasi (tempo, 7 Agustus 2015). Hal ini terjadi karena sistem pengawasan 

Internal belum mampu dimaksimalkan. 

Pengawasan ini menurut Inspektur Inspektorat kota Yogyakarta, 

Wahyu Hidayat disinyalir oleh ketiadaan jaminan maupun kompensasi bagi 

PNS yang berani melaporkan kasus korupsi di wilayah Instansinya. Peran 

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat perlu mendapat daya dukung 

yang mampu mengikuti perkembangan lainnya, semisal perkembangan 

hukum dan penanganan korupsi dengan pelbagai perubahan belum diikuti 

dengan  perkembangan pengawasannya.  

Salah satu hal yang seringkali mencuat dalam perjalanan birokrasi 

adalah memisahkan dimensi administrasi birokrasi terhadap dimensi 

politiknya. Tidak dapat dipungkiri, birokrasi memiliki kaitan erat dengan 

kekuasaan, yang kemudian tidak dapat terhindar dari penyalahgunaan 

penggunaan wewenang ataupun subyektifitas birokrat. Bila dirunut lebih 

jauh, penentuan unsur birokrat dalam organisasi pemerintahan di Indonesia 

masi berada dalam tangan pejabat politik. Hal ini tentunya tidak akan 

berpengaruh ketika pengamalan politik di Indonesia telah mencapai titik 

idealnya. 

Tidak dapat dipungkiri, salah satu faktor penyebab kegagalan 

pengamalan good bureaucracy adalah fenomena politik balas jasa yang 

begitu kuat mempengaruhi proses perpolitikan di Indonesia. Pelaksanaan 

Pemilu dan Pilkada merupakan salah satu pintu masuk yang cukup strategis 

dalam memulai patologi di lingkup birokrasi. Birokrasi semakin menjadi 

semakin transaksionis dan negosiatif ketika politik uang dan kontrak 
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kepentingan dalam dimensi permufakatan jahat dijadikan lahan dalam 

perebutan jabatan politik. 

Salah satu fenomena yang menjadi ruang kajian penulis adalah 

birokrasi yang anti- meritokrasi. Dalam mengoptimalkan pelayanan birokrasi, 

maka sistem birokrasi perlu memberlakukan merit system sebagai upaya 

untuk membentuk birokrasi yang didasarkan pada profesionalitas, bukan atas 

dasar pertimbangan kepentingan maupun kedekatan. Dengan pendekatan 

kapasitas birokrat sebagai dasar pembentukkan organisasi pemerintahan, 

maka birokrasi perlu dijauhkan dari upaya politisasi. 

Sistem merit menjadi sangat penting karena pelayanan ini merupakan 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara istimewa, diluar pemenuhan 

kebutuhan secara pribadi, masyarakat, maupun lingkungan pasar. (Ndraha 

Taliziduhu, 2003) mengatakan bahwa pemenuhan secara istimewa ini 

dikarenakan: 

1. jika penyiapannya dilakukan oleh pasar, maka akan 

menimbulkan ketidakadilan 

2. pasar tidak ingin mengelolahnya karena tidak 

menguntungkan secara finansial, dan 

3. pasar gagal mengelolahnya. 

 

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan ini diberikan kepada 

birokrasi pemerintahan sebagai satu- satunya organisasi pemenuhan 

kebutuhan tersebut. Birokrasi sebagai lembaga tunggal dan tidak diimbangi 

dengan kompetensi yang menjanjikan tentunya akan menimbulkan 

kesenjangan antara pemerintah dan rakyatnya dalam hal pemenuhan 

kebutuhan (public goods). Meritokrasi dipraktekkan agar dapat mencapai 
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prestasi kerja organisasi pemerintahan yang maksimal.  

Penerapan merit system di Indonesia kerapkali terkendala oleh kultur 

politik yang kurang baik. Birokrasi dipolitisir agar dapat memenuhi kontrak 

kepentingan para pejabat politik. Hal ini sangat sering terjadi dalam sistem 

birokrasi di Indonesia. Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara 

2004- 2009 Taufiq Efendi menyebutkan bahwa sebelum sistem merit 

diterapkan, pengisian sekitar 16.000 jabatan pimpinan tinggi di birokrasi sarat 

akan masalah (Kompas, 7/2/2017). Pertimbangan pengisian jabatan 

dilakukan berdasarkan kontrak politik dan bahkan jual- beli jabatan, seperti 

kasus di Klaten yang melibatkan bupati Klaten Sri Hartini pada (12/2016) 

silam. Jual beli jabatan dan kontrak balas jasa politik terkhusus dalam Pilkada 

merupakan hal yang seringkali terjadi di Indonesia. Selain dikembalikan 

kepada integritas dari kepala daerah maupun pemangku jabatan politik 

pemerintahan, sistem merit perlu lebih diperkaya dengan inovasi tools 

pendukung yang baru sehingga mampu meminimalisir kesewenangan 

penggunaan kekuasaan dalam pengisian jabatan birokrat. 

Selain berdasarkan system merit, pembentukkan structural birokrasi 

pun harus diimbangi dengan pemahaman akan penyelenggaraan organisasi 

pemerintahan yang inovatif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membangun perspektif reinventing government di dalam struktural 

organisasi. Reinventing Government atau mewirausahakan birokrasi 

berimplikasi pada lahirnya perspektif penyelenggaraan birokrasi yang 

mengikuti pelayanan swasta dalam pola interaksi pelayan (birokrat) dan 

pelanggan (masyarakat). Dengan demikian, pemerintahan akan menjadi lebih 
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terbuka terhadap masukkan akan kebutuhan pelanggan sehingga menjadi 

lebih fleksibel dan dinamis sesuai kebutuhan. 

Kontrol pemerintahan dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia 

merupakan sebuah harga mati dalam usaha efektifitas dan efisiesi kinerja 

birokrasi. Kontrol (controlling) dapat dilakukan dengan beragam metode 

yakni: 

1. Pengendalian 

2. Pengawasan 

3. Pemantauan 

4. Evaluasi 

5. Supervisi 

6. Audit 

7. Appraisal 

8. Perhitungan/ accounting (Ndraha Taliziduhu, op.cit. 198) 

Sarasan control pun beragam seperti uang (financial control), Kinerja 

SDM organisasional (performance appraisal), dan program. Dalam 

melakukan pengendalian kinerja pemerintahan, digunakan sebuah system 

kontrol internal yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintahan (SPIP). Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pembahasan 

pada system pengendalian internal pemerintahan di tingkatan pemerintahan 

daerah, yakni dalam Inspektorat daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan bentuk 

distribusi kewenangan yang berusaha untuk memberikan jaminan 

demokratisasi baik secara pendidikan politik, sumber daya, maupun hal lain 

yang termaktub dalam cita- cita otonomi daerah. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa amanat penyelenggaraan pemerntahan daerah seperti yang termuat 

dalam realitas penyelenggaraan politik maupun pemerintahan di Indonesai 
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belum mencapai titik yang memuaskan. Hal ini bukan berarti Indonesia 

mengalami kegagalan dalam menjalankan peran otonomi untuk tingkatan 

masyarakat lokalnya, tetapi desain kewenangan pemerintahan subnasional 

seringkali bertabrakan dengan beberapa aspek. Aspek- aspek tersebut 

mencakup (1) filosofi dasar otonomi, dimana desentralisasi di Indonesia 

masih menempatkan keseragaman penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang tinggi dan belum memberikan dasaran pokok yang sejalan dengan 

fungsi substantifnya yakni mendekatkan negara kepada pemilik mandatnya 

(rakyat). Tidak mengherankan apabila otonomi daerah malah melahirkan 

kekuatan hegemoni baru di tingkatan daerah. 

Multi interpretasi dalam pemaknaan filosofi dasar diatas 

memunculkan aspek ke- (2) mencakup benturan fungsional dalam struktural 

pemerintah yang mencakup poin sinergitas dan kualitas dalam relasi elemen 

organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kewenangan otonomi daerah 

kerapkali memuat bentuk yang tumpang tindih, tambal sulam, atau bahkan 

masih jauh dari kebutuhan rakyat. Hal ini membuat proses internalisasi 

kewenangan dalam bentuk produk kepemerintahan kepada rakyat menjadi 

terhambat. Kebutuhan rakyat menjadi mandeg di level pembagian 

kewenangan pemerintah, tidak sampai pada kebutuhan dasar rakyat 

sebagaimana cita- cita penyelenggaraan otonomi daerah.  

Otonomi daerah habis dibahas di tingkatan Pemerintah Daerah dan 

gagal dalam menurunkan produk aturan dan urusannya dalam kebutuhan 

rakyat. Permasalahan ini mengangkat salah satu faktor utamanya adalah 

pengawasan sistem kerja organisasi Pemda yang minim. Dalam studi 
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pemerintahan, pengawasan ini dikenal dengan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintahan (SPIP).  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, beberapa 

permasalahan yang kerapkali mencuat dalam sistem keorganisasian 

Pemerintahan daerah adalah, pertama: Logika Tekno-Administrasi 

Pemerintahan Daerah. Penyeleggaraan pemerintahan daerah didedikasikan 

untuk memenuhi mandat administratif undang- undang yang termaktub 

dalam pembagian urusan pusat dan daerah. Hal ini memberi kesan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan konservasi urusan, bukan 

berdasarkan logika kebutuhan yang progresif dan dinamis. Hal ini membuat 

pembentukan formasi organisasi yang dibentuk hanya ntuk menjawabi 

kebutuhan pemerintahan Supra Daerah, bukan untuk melayani 

masyarakatnya. Dengan menggunakan logika ini maka agenda mendekatkan 

penyelenggara negara dengan rakyatnya seperti dalam cita- cita. 

Kedua, Pergesekan politik dan administrasi. Dalam penyelenggaraan 

organisasi pemerintahan, tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi administrasi 

dan politik saling bersinggungan. Organisasi pemerintahan daerah tidak 

terlepas dari dimensi politik dalam yang merupakan konsekuensi Pilkada, 

patronase politik, dan beragam hal lainnya. Hal ini memunculkan fenomena 

dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah cendrung bias politik, 

ketimbang memenuhi kebutuhan.   

Dalam Birokrasi, jabatan dalam struktural pemerintahan daerah terdiri 

dari dua bagian yakni jabatan politk dan jabatan karier/ birokrasi (Dwiyanto 

Agus, 2011). Jabatan politik diisi melalui kontestasi politik (pemilu) dengan 



11 
 

mengedepankan elektabilitas pemimpin. Pemimpin dalam jabatan politik 

merupakan representasi kehendak mayoritas yakni rakyat. Pengisian jabatan 

ini menggunakan logika bahwa  pemimpin yang hadir memiliki relasi 

langsung dan dekat dengan konstituennya. Sedangkan jabatan birokrasi 

menggunakan logika meritokrasi yang mengedepankan kapasitas dan 

kapabilitas dalam pengisiannya. Hal ini dimungkinkan karena jabatan 

birokrasi merupakan jabatan tekhnis operasional yang menerjemahkan 

produk kebijakan dan urusan yang diputuskan di tingkatan pejabat politik. 

Dalam relasi yang seringkali ditunjukkan terlihat bahwa jabatan adminsistrasi 

berada di bawah jabatan politik pemerintahan. Disini terlhat bahwa eksistensi 

birokrasi administrasi belum dipandang sebagai sebuah level profesionalisme 

yang setara. Setara dalam artian bahwa terdapat jaminan profesi dimana 

posisi jabatan administrasi tidak dapat diganggu gugat oleh pejabat politik, 

terkecuali adanya jeratan hukum, pelanggaran moral, atau hal lain yang secara 

obyektif tidak dapat ditolerir.  

Menariknya, penentuan pengisian jabatan struktural dalam OPD 

merupakan legitimasi muthlak dari mandataris Pilkada (Kepala Daerah). Hal 

ini memungkinkan pengisian jabatan biroktasi struktural di daerah diwarnai 

oleh adanya praktik pesan jabatan dalam perjanjian politik Pilkada. Dengan 

demikian, pengisian jabatan di tingkatan daerah bisa saja memerankan Spoil 

System sebagai asas yang digunakan dalam pengisisan jabatan struktural 

birokrasi. 

Melihat fenomena ini, disiplin pemerintahan dalam SPIP menjadi 

salah satu gawang pertahanan dalam memperjuangkan penyelenggaraan 
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pemerintahan berdasarkan kaidah good governance maupun berdasarkan 

meritokrasi di Indonesia. Penerapan standar, kontrol, dan evaluasi internal 

pemerintahan ini perlu dimaksimalkan dan memperoleh formasi organisasi 

yang efektif  serta independen  agar tidak mudah diintervensi oleh prerogatif 

pejabat politik. 

Dalam pembentukkan struktur pemerintahan daerah, permasalahan 

yang sering muncul adalah tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi 

organisasi pemerintahan daerah, rightsizing (terkait perbandingan besaran 

organisasi dan fungsinya), ketidakseimbangan antara beban kerja dan 

fungsinya, pembentukkan kelembagaan dalam perspektif mandatory 

perundang- undangan, dan lain sebagainya. Permasalahan ini tidak terlepas 

dari faktor administrasi prosedural maupun dimensi politik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan diatas kerapkali 

memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya.  

Tumpang tindih kewenangan antar institusi dalam organisasi 

pemerintahan daerah dipicu oleh kesalahan dalam pembatasan lingkup kerja 

antar instansi. Hal ini disebabkan oleh ketidaktersediaannya sumber daya 

profesional yang mumpuni dalam menjabarkan fungsi dari masing- masing 

urusan daerah, serta memetakan kebutuhan rakyat ke dalam institusi 

pelayanan yang ada. Idealnya, kebutuhan akan pembentukkan struktur 

organisasi pemerintahan daerah didasarkan pada kajian akademik dengan 

menggunakan pendekatan interdisipliner sehingga menghasilkan agenda- 

agenda kebutuhan yangg valid, berikut tools yang digunakan sebagai 

intervensi pelayanan pemerintahan. Dalam dimensi politik kebijakannya, hal 
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ini dapat dikarenakan oleh kebijakan penyerapan tenaga kerja sebagai bentuk 

kontrol pemerintahan daerah terhadap angka pengangguran di daerah. 

Mengurangi pengangguran dengan cara menambah jumlah institusi 

organisasi pemerintahan daerah beserta pegawainya, selain berdampak dapat 

potensi tumpang tindih kewenangan, juga berdampak buruk pada perspektif 

righsizing institusi pemerintahan. Struktur organisasi pemerintahan daerah 

seharusnya dibentuk berdasarkan pertimbangan “kerampingan” struktur 

organisasi dan kaya akan fungsi. Ketika struktur oeganisasi menjadi gemuk, 

maka akan berpotensi menimbulkan inefisiensi pelayanan dii tingkatan 

pemerintahan daerah.  

Selain inefisiensi oleh kuantitas dan fungsi institusi pemerintahan 

daerah, ketidakseimbangan institusi pemerintahan dalam strukturnya 

kerapkali diwarnai oleh ketidakseimbangan urusan dan fungsi institusi 

pemerintahan daerah. Hal ini seringkali terjadi dalam kebijakan perumpunan 

urusan dalam instutisi pemerintahan daerah. Beberapa urusan yang berada 

dalam satu rumpun kerapkali tidak diimbangi dengan sumberdaya profeinal 

yang memadai, atau terkadang terjadi sebaliknya. 

.  

SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 

merupakan bentuk pengawasan pemerintah dalam dinamika penyelenggaraan 

pemerintahan di tingkatan daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa 

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 



14 
 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan” serta diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.  

Akan tetapi, dalam penerapannya SPIP seringkali mengalami 

beragam kendala krusial, terkait posisi Inspektorat sebagai lembaga yang 

melakukan pengawasan internal dalam tubuh pemerintahan daerah yang 

memiliki caacat daya tawar serta politisasi fungsinya. Hal ini terjadi karena 

Inspektoral daerah bukanlah sebuah lembaga independen yang berafiliasi 

dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai 

institusi pegendalian internal pemerintahan di tingkatan pusat. Posisi 

Inspektorat daerah yang berada dalam kerangka pemerintahan daerah 

membuat bergaining position lembaga pengawasan ini menjadi minim akan 

gerakannya. Hal ini terjadi karena Inspektorat daerah berada dalam posisi 

subordinat terhadap Satuna Kerja Perangkat Daerah (OPD). Ketika 

pertanggungjawban pengawasan masih kepada struktural pemerintahan 

(dalam hal ini Kepala daerah melalui Sekertaris daerah) maka Inspektorat 

sebagai lembaga pengawasan akan kehilangan daya tawarnya sebagai 

pengendali internal pemerintahan. Melihat permasalahan penerapan 

pengendalaian internal pemerintahan yang demikian, maka penulis 

merekomendasikan agar inspektorat menjadi lembaga yang independen, 

bukan berada dalam struktur pemerintahan daerah. 
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